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Kota Bandar Lampung memiliki karakteristik dalam bertempat tinggal mereka membangun rumah di lahan
hasil penimbunan pantai ilegal seperti yang terjadi di Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan Kangkung yang
biasa kita sebut kawasan informal. Banyak dari para pemukim juga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah
secara legal yang kita sebut masyarakat informal. Kondisi-kondisi seperti itu akan menjadi salah satu masalah
yang serius dari dampak perubahan iklim. Sisi lain Kota Bandar Lampung juga memiliki peran penting dan
strategis dalam memenuhi kebutuhan wilayah sekitarnya, tumbuh dan bergerak pada sektor perdagangan dan
jasa yang terpusat di kawasan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan kawasan infor-
mal terhadap dampak perubahan iklim mengingat kawasan tersebut berbatasan langsung dengan pesisir Kota
Bandar Lampung sehingga berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Metode pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan questionnaire-based interview. Metode analisis data terdiri dari skoring dan pem-
bobotan serta deskriptif kualitatif. Menurut hasil analisis didapatkan bahwa ketahanan pada kawasan infor-
mal memiliki tingkat ketahanan rendah (0-40%) dengan presentasi ketahanan 27,82%. Presentasi ketahanan
terendah dimensi manajemen sumber daya pesisir yaitu 16,75% dengan keterangan ketahanan kurang (0-20%).
Sedangkan presentasi ketahanan tertinggi dimensi kesehatan dan kesejahteraan 44,50% dengan keterangan
ketahanan cukup(41-60%).

Kata kunci—Bencana Iklim, Dampak Perubahan Iklim, Ketahanan, Kawasan Informal, Pesisir Kota Bandar Lampung.

Abstract—The coastal areas of Bandar Lampung City have characteristics in where they live, they build houses on
land resulting from illegal beach hoarding, as happened in the Kelurahan Kota Karang and Kelurahan Kangkung
which we usually call informal areas. Many of the settlers also do not have proof of legal title to what we call infor-
mal communities. Such conditions will become a serious problem from the impact of climate change. The other side
of the city of Bandar Lampung also has an important and strategic role in meeting the needs of the surrounding
area, growing and moving in the trade and service sector which is centered in the coastal areas. This study aims to
analyze the resilience of informal areas to the impacts of climate change, considering that the area is directly adja-
cent to the coastal city of Bandar Lampung, so that it has a high risk of climate change impacts. The data collection
method in this study used a questionnaire-based interview. The data analysis method consisted of scoring and weigh-
ting also qualitatif dectkriptif. According to the results of the analysis, it was found that resilience in informal areas
has a low level of resilience (0-40%) with a percentage of 27.82% resilience. The lowest percentage of resilience in
the dimensions of coastal resource management is 16.75% with information about less resilience (0-20%). While the
highest presentation of resilience in the dimensions of health and well-being was 44.50% with sufficient resilience
information(41-60%).

Index Terms—Climate Disaster, Climate Change Impact, Resilience, Informal Area, Coastal City of Bandar Lampung.
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1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berdasarkan laporan Climate Resilient Cities
(2009) akan terjadi peningkatan konsentrasi pen-
duduk miskin yang saat ini tersebar di pinggiran
kota akan berpindah ke perkotaan pada tahun 2030
sebesar 60% penduduk dunia yang mana dapat
meningkatkan tumbuhnya pemukiman dan sektor
informal (Fankhauser et al., 2016). Menurut Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-
yat pada tahun 2010, di Indonesia sendiri terdapat
lebih dari 70% area perkotaan dikontribusikan oleh
permukiman kampung (DPKP, 2016). Hal tersebut
mengindikasikan bahwa fenomena informal memi-
liki peranan penting dalam eksistensi kota-kota di
Indonesia sekaligus mengindikasikan adanya pe-
ningkatan kerentanan masyarakat terhadap bahaya
alam, perselisihan sipil, dan dampak perubahan
iklim (Fankhauser et al., 2016). Sisi lain, hal ter-
sebut juga terkesan memunculkan wajah kota yang
buruk, sehingga banyak solusi yang dikeluarkan
cenderung kaku dan terburu-buru, seperti mela-
kukan langkah penggusuran/relokasi yang kurang
bertanggung jawab. Kondisi seperti itu juga diha-
dapi oleh Kota Bandar Lampung, banyak masyara-
kat yang tinggal di pesisir kota bertempat tinggal
di lahan-lahan ilegal dengan karakteristik permu-
kiman kumuh dan liar yang dapat meningkatkan
dampak perubahan iklim (Mukhlis, Putri, dan
Purnawaty, 2011). Kelurahan Kangkung dan Kelu-
rahan Kota Karang merupakan dua kelurahan yang
berada di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung
yang langsung berbatasan dengan laut dan berde-
katan dengan pusat pemerintahan dan perdagangan
dan jasa sehingga banyak dari warga yang memiliki
aktivitas atau berkegiatan yang terhubung dengan
pusat kota bertempat tinggal di sana. Kawasan ini
termasuk ke dalam kawasan yang kumuh dan liar,
dengan permukiman orang-orang miskin di sem-
padan sungai, permukiman kelas menengah-bawah
di sempadan pantai dan pemukiman nelayan yang
berada di atas laut dengan aktivitas perdagangan
dan jasa yang cukup besar termasuk pasokan ikan
laut terpusat di sana. Selama kurang lebih 20 ta-
hun permukiman tersebut telah terbangun dan terus
menjorok ke lautan yang sampai saat ini lebih dari
50 meter (Taylor, 2010).

Permukiman ilegal dengan kepadatan tinggi, kumuh
yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah
pada sektor-sektor informal seperti buruh lepas dan bu-
ruh nelayan yang masuk dalam sektor informal telah di-
terjemahkan oleh Urip Swarno dan Hidayat (1979) da-
lam Indrawan (2005) serta jenis mata pencaharian yang
dijabarkan oleh Hart (1973) dalam Jurnal Informal In-
come opportunities and Urban Employment in Ghana.
Hal tersebut muncul karena ketidakmampuan sektor
formal kota dalam merespons kebutuhan masyarakat
(Hernando De Soto, 1941) sehingga dinilai sebagai
upaya/perilaku bertahan hidup pada urbanism menurut
Roy pada buku Urban Informality (2005). Pertumbuh-
an Kota Bandar Lampung yang begitu cepat dan peran
strategis kota pesisir sebagai pusat perdagangan dan
jasa dapat meningkatkan kawasan-kawasan informal
ini terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan kota se-
perti yang disebutkan oleh Hamid Sirvani (1984) dalam
Roy (2005) mengenai Social Equity yang menjelaskan
bahwa “mereka yang kerja di sektor formal namun ting-
gal di permukiman informal dan sebaliknya” mempro-
duksi barang untuk pasar global sehingga hampir tidak
bisa ditemukan batas antara sektor informal dan formal
(De, 1941). Oleh karena itu, sektor informal menjadi
penting untuk dilakukan pengkajian, karena perannya
yang dapat memenuhi kebutuhan kota dan di sisi lain
dianggap menjadi kelemahan suatu kota yang dalam
aspek bencana, masyarakat informal yang tinggal di
pesisir memiliki risiko yang lebih tinggi karena keren-
tanan ekonomi dan sosial sehingga baik dengan atau ti-
dak adanya perubahan iklim masuk ke dalam kelompok
rentan, sehingga kondisi saat ini yang terindikasi telah
terjadi perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas
kejadian bencana seperti kenaikan muka air laut, curah
hujan dan cuaca ekstrem.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan
kajian mengenai dimensi ketahanan bencana pada ka-
wasan informal terhadap dampak perubahan iklim yang
mana sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondi-
si ketahanan saat ini dan menjadi acuan dalam mening-
katkan ketahanan yang dapat dilakukan pada kawasan
informal di pesisir Kota Bandar Lampung. Sehingga kita
dapat belajar dari masyarakat informal dalam mengha-
dapi perubahan iklim dan upaya apa yang bisa dilaku-
kan untuk meningkatkan ketahanannya dalam mengha-
dapi kondisi yang dapat semakin memburuk.
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II. METODOLOGI
A. Ruang Lingkup Spasial

Lingkup penelitian berdasarkan lingkup spasial
adalah kawasan informal di Kelurahan Kota Karang
dan Kelurahan Kangkung yaitu di sempadan sungai
berdasarkan definisi dari Permen PUPR No. 28 Ta-
hun 2015, sempadan pantai Permen KP No. 21 Tahun
2018, dan di atas lautan. Berikut merupakan peta ru-
ang lingkup wilayah penelitian yang dapat dilihat pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian. Sumber :
RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2031.

B. Ruang Lingkup Substansial

Sedangkan lingkup subtansial untuk mengklasi-
fikasikan tingkat ketahanan terhadap dampak per-
ubahan iklim yang merujuk pada konsep ketahanan
dari Coastal Community Resilient (2007), Climate
Disasater Resilient Index (2009) dan City Resilience
Framework (2014) yang terlebih dahulu dilakukan
sintesis, serta seluruh elemen ketahanan dengan su-
dut pandang “masyarakat” sebagai sasaran peneliti-
an. Sudut pandang masyarakat dipilih, karena pada
kawasan informal yang dimaksud adalah tempat
tinggal dan pekerjaan serta fokus dalam mewujudkan
suatu ketahanan yaitu berfokus pada People Center
Development hal ini terindikasi dari berbagai kajian
mengenai ketahanan yang banyak berfokus pada ma-
syarakat dan selalu menggunakan aspek sosial dalam
menilai suatu ketahanan baik di tingkat masyarakat
lokal maupun kota sehingga kita dapat mengklasifi-
kasikan tingkat ketahanan saat ini dan dimensi keta-

hanan apa saja yang dapat kita intervensi ke depan.
Maka dengan melakukan rujukan terhadap konsep
ketahanan didapatkan dimensi dan variabel yang di-
gunakan dalam menilai ketahanan yang dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1
DIMENSI DAN VARIABEL KETAHANAN

Dimensi Variabel

Kesehatan dan | ¢
Kesejahteraan
(KK)

Memiliki pendapatan, tabungan,
investasi, dan asuransi yang
terjamin.

* Tidak memiliki ketergantungan
pada pekerjaan sektor tunggal
(punya pekerjaan lain).

* Memiliki jaminan dan akses
kesehatan yang terjangkau.

* Memiliki rumah yang aman dan
pemenuhan pangan yang baik.

* Memenuhi kebutuhan energi, air

minum dan sanitasi yang layak.

Memiliki kesadaran dan
pengetahuan risiko bencana
pesisir & perubahan iklim.

e Mendapatkan pendidikan dan
pelatihan mengenai risiko
bencana.

* Melakukan penilaian risiko
pesisir bersifat menyeluruh dan
rutin dilakukan.

* Mendapatkan akses informasi
risiko yang mudah oleh
masyarakat dan pemerintah.

* Melakukan partisipasi aktif

dalam penilaian risiko.

Pengetahuan .
Risiko
(PR)

Infrastruktur * Memiliki pilihan moda

dan transportasi yang beragam dan
Lingkungan/ terjangkau.

Alam e Memiliki teknologi komunikasi
(ILA) yang andal (contoh: memiliki

handphone).

* Memiliki infrastruktur bencana
yang memadai (contoh: tanggul,
beronjong dll).

e Menyimpan kapasitas cadangan
dengan baik (contoh: memanen
air hujan dsb).

* Memiliki layanan dasar yang
ramah lingkungan (contoh: Air,

transportasi, keamanan, dll).
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Dimensi

Variabel

Dimensi

Variabel

Guna Lahan
dan Desain
Struktur
(GLDS)

Memasukkan pengurangan risiko
ke dalam lokasi dan desain
bangunan.(contoh: menghindari
sungai dan laut sebagai sumber

bencana dan desain rumah sehat).

Mendapatkan program
pendidikan, penyuluhan, dan
pelatihan kebijakan penggunaan
lahan dan standar pembangunan.
Memiliki bangunan rumah kokoh
dan adaptif (contoh: panggung,
meningkatkan lantai bangunan,
terdapat kolong langit, dII).
Menggunakan bahan-bahan di
alam sekitar (contoh: material
rumah dengan pohon kelapa).
Melakukan pemanfaatan lahan
sesuai dengan peraturan/zonasi.

Strategi dan
Kepemimpinan
(SK)

Menerapkan proses perencanaan
yang bersifat dua arah
(konsultatif).

Melakukan perencanaan dan
proses penetapan perencanaan
yang strategis.

Memiliki hubungan masyarakat
dengan pemerintah yang baik,
aktif dan tidak rumit.

Memiliki legalitas dan sistem
regulasi yang berjalan dengan
baik (taat peraturan).

Memiliki rencana dan kebijakan
pembangunan yang terintegrasi
sampai tingkat lokal.

Peringatan
dan Evakuasi
(PE)

Memiliki sistem peringatan dini
yang dapat berfungsi dengan baik
(contoh: EWS).

Memiliki sistem peringatan
masyarakat dan sistem evakuasi
dari kebijakan, rencana, sampai
prosedur yang mudah dipahami
dan diterapkan.

Memiliki infrastruktur evakuasi
yang terpelihara dengan baik.
Merespons peringatan bahaya
sesuai prosedur.

Mengerti tindakan pertama yang
harus dilakukan saat terjadi
tanda-tanda bencana.

Tanggap
Darurat
(TD)

Mampu mengambil peran dan
tanggung jawab saat terjadi
bencana.

Mendapatkan kegiatan persiapan
(latihan dan simulasi) secara
berkelanjutan.

Memiliki akses terhadap layanan
darurat dan bantuan dasar
tersedia.

Memiliki organisasi dan
sukarelawan serta keuangan
untuk mendukung kegiatan
tanggap darurat (eksternal).
Memiliki organisasi masyarakat
atau lainnya yang biasa
menangani dengan cepat.

Manajemen
Sumber Daya
Pesisir
(MSDP)

Memiliki kebijakan dan rencana
yang diimplementasikan serta
dimonitor dalam mengelola
sumber daya pesisir.
Melakukan perlindungan pada
habitat pesisir yang sensitif,
ekosistem, dan unsur alam
Menmiliki keterlibatan dalam
perencanaan dan menerapkan
kegiatan pengelolaan sumber
daya pesisir.

Menghargai dan berinvestasi
dalam pengelolaan dan
konservasi (contoh: mangrove).
Menjaga alam dengan perilaku
hidup bersih dan sehat.

Pemulihan
Bencana
(PB)

Memiliki rencana pemulihan
berdasarkan kondisi masyarakat
serta cepat dilakukan.
Melakukan pemulihan bencana
yang dimonitor, dievaluasi, dan
diperbaiki pada selang waktu
tertentu.

Mekanisme koordinasi dari pusat
sampai lokal berjalan baik.
Memiliki sumber-sumber teknis
dan keuangan yang tersedia
dalam pemulihan.

Sumber: (U.S IOTWS, 2007; Bhoite, et al., 2014; Shaw, R.,

2009)




ILMI, ASBI, SYAM: KAJIAN DIMENSI KETAHANAN BENCANA PADA KAWASAN INFORMAL PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG 143

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data
terdiri dari data primer dan sekunder (tinjauan li-
teratur dan dokumen penting). Adapun metode
pengambilan data primer adalah dengan teknik
questionnaire-based interview. Adapun responden
dari penelitian ini ditentukan dengan perhitungan
banyak sampel minimal dengan rumus Lemeshow.
Penarikan sampel ini menggunakan rumus Lemes-
how karena jumlah populasi tidak diketahui pas-
ti pada suatu kawasan (Lemeshow, W. Hosmer Jr,
Klar, dan K.L.Wanga, 1990). Berikut rumus Le-
meshow yaitu:

n = (Z2.P (1-P))/E~2

n = jumlah sampel minimal yang diperlukan.

7 = skor z pada tingkat kepercayaan.

p = variasi populasi (dalam penelitian ini karak-
teristik populasi diasumsikan beragam dengan
maksimal estimasi = 0.5).

E = alpha atau sampling error yang dikehendaki

Sehingga jika berdasarkan rumus tersebut maka
n yang didapatkan adalah 96,04 dan ditambahkan
10% kemungkinan error yang ditemukan sehingga
10% dari total minimal sampling yang ditambahkan
yaitu 9 sampel, sehingga pada penelitian ini seti-
daknya penulis harus mengambil data dari sampel
sekurang-kurangnya sejumlah 105 orang kawasan
dengan proporsi sampel dari kriteria lokasi dapat
dilihat pada Tabel 2.

A. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan
pendekatan kuantitatif yang terdiri dari metode
skoring dan pembobotan untuk mengidentifikasi
presentasi ketahanan dimensi statistik inferensial
dilakukan presentasi ketahanan berdasarkan krite-
ria yang dibuat dalam Buku Guide for evaluating
Coastal Community Resilience to Tsunamis and
Other Coastal (2007) sebagai ketentuan tingkat ke-
tahanan dimensi. Klasifikasi tersebut dapat dilihat
pada Tabel 3.

Tabel III
PEMBOBOTAN NILAT MASING-MASING V ARIABEL

- Presentasi
Nilai Keterangan Ketahanan

5 Memuaskan 81-100%

4 Sangat Baik 61-80%

3 Baik 41-60%

2 Cukup 21-40%

1 Kurang 1-20%

0 Kondisi Tidak Ada/Tidak Tahu

Sumber: (U.S IOTWS, 2007).

Selanjutnya dilakukan akumulatif untuk menentu-
kan klasifikasi tingkat ketahanan kawasan berdasar-
kan jurnal Farida, M.A., dan Rahayu, H.P (2017) yang
terbagi menjadi tiga kelas. Klasifikasi tersebut dapat
dilihat pada Tabel 4.

Tabel 11
PropORSI SAMPEL DARI KRITERIA LOKASI
Lingkungan | Total Sampel | 35% Sempadan Sungai | 35% Sempadan Pantai | 30% Atas Laut
Kelurahan 1 49 17 Responden - -
Kota (RT 09, 10, 11, 12)
Karang 2 17 Responden 17 Responden 15 Responden
(RT 01, 02, 03, 04) RT 05, 06, 07 RT 05, 06, 07

Kelurahan 2 56 16 Responden 20 Responden
Kangkung (RT 06) (RT 07,08, 09, 10, 11, 12)

3 20 (Responden)

RT 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27

Sumber: Jumlah penduduk berdasarkan BPS Kota Bandar Lampung, 2019.
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Tabel IV
KrasiFikAsT TINGKAT KETAHANAN
Klasifikasi Tingkat Ketahanan
Merah High Resilience 61%-100%
Kuning Intermediate 41-60%
Hijau Low Resilience 0-40%

Sumber: (Farida, M.A., dan Rahayu, H.P.,2017).
II1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan iklim kota mendapatkan perhatian
khusus pada wilayah pesisir Kota Bandar Lampung
salah satunya di kawasan informal yang ada di Ke-
lurahan Kota Karang. Ketahanan iklim kota ini di-
lakukan untuk melihat kondisi saat ini dengan cara
melakukan penilaian terhadap beberapa dimensi
ketahanan yang terbagi menjadi 45 variabel yang
diungkapkan dalam sebuah pernyataan sehingga
didapatkan tingkat ketahanan yang dapat dijadikan
acuan dalam pengembangan ke depan dalam me-
ningkatkan ketahanan kawasan informal di pesisir
Kota Bandar Lampung. Rata-rata nilai pada dimen-
si ketahanan yang didapatkan pada kawasan infor-
mal yang berada di Kelurahan Kota Karang berada
di rentang tiga sampai empat dengan indeks sedang,
meskipun demikian nilai ini masih menunjukkan
belum maksimalnya upaya dalam melakukan mana-
jemen bencana.

A. Kesehatan dan Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan ini bisa menjadi sebuah
modal dalam masa pemulihan pasca kejadian dan
keberhasilan adaptasi yang dilakukan oleh masya-
rakat terhadap kondisi sosial ekonomi dan ling-
kungan sekitar. Sehingga sering kali dalam perja-
lanannya masyarakat terus melakukan usaha untuk
tetap bertahan dari segala tekanan dan guncangan.
Kesehatan dan kesejahteraan menjadi dimensi yang
mendukung keseharian masyarakat informal un-
tuk dapat bertahan hidup. Mulai dari akses kese-
hatan, pelayanan dasar, mata pencaharian sampai
aset yang menjadi solusi alternatif saat melakukan
pemulihan. Berikut tingkat ketahanan dimensi ke-
sehatan dan kesejahteraan yang dapat dilihat pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Spiderchart Kesehatan dan Kesejahteraan. Sum-
ber: Hasil Kuesioner, 2020.

Berdasarkan spiderchart dimensi kesehatan dan
kesejahteraan memiliki presentasi ketahanan 26,69%
dengan keterangan ketahanan cukup. Presentasi ke-
tahanan tertinggi pada pelayanan dasar sebesar 48%
dengan keterangan ketahanan baik (41-60%). Sedang-
kan variabel terendah yaitu aset dengan presentasi ke-
tahanan 10,11% dengan keterangan ketahanan kurang
(0-20%).

Sebagian besar masyarakat tidak memiliki aset atau
kapasitas cadangan yang dapat dipergunakan jika da-
lam kondisi darurat. Kebiasaan untuk menghabiskan
penghasilan dan perilaku yang cenderung konsumtif
membuat mereka tidak memiliki aset, aset yang di-
maksud di sini merupakan tabungan, asuransi, atau
harta lain seperti lahan. Namun, kredit barang dan
pinjam uang kepada bank keliling dan rentenir kerap
dilakukan bukan hanya untuk menutupi kebutuhan da-
sar melainkan kredit barang seperti baju dan peralatan
dapur yang sifatnya tersier. Kemudahan dalam menda-
patkan uang pada kawasan ini khususnya di laut mem-
buat mereka juga mudah untuk menghabiskan dan ce-
lakanya sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai
nelayan dan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain
sehingga ketergantungan terhadap alam begitu besar
tentu ini sangat berisiko tinggi terutama apabila per-
ubahan iklim terjadi akan berdampak besar terhadap
sumber daya pesisir/laut sehingga penghasilan dari
laut akan berkurang.

Untuk itu perlu ada upaya dalam pemenuhan aset
dan peningkatan pendapatan. Salah satu yang dapat
dilakukan dengan menjual sendiri hasil tangkapan de-
ngan atau tidak mengolah terlebih dahulu untuk men-
dapatkan keuntungan lebih/ tetap menggunakan jasa
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pelelangan dengan menyisihkan hasil penjualan seca-
ra langsung untuk ditabungkan pada koperasi di sana
seperti Koperasi Unit Desa Mina Jaya dan Koperasi
Unit Nelayan lainnya dan penambahan keterampilan
lain seperti menjahit, mengemudi dan beberapa kete-
rampilan lainnya di darat agar tetap bisa bekerja jika
sewaktu-waktu laut tidak dapat lagi memenuhi kebu-
tuhan dalam menjadi sumber penghidupan utama.

B. Pengetahuan Mengenai Risiko

Pada kawasan informal partisipasi masyarakat ter-
batas dalam penilaian risiko dan akses informasi. Se-
mua lembaga dan organisasi seperti pengembangan
masyarakat, manajemen sumber daya dan manajemen
bencana belum mampu membagikan informasi risiko.
Berikut tingkat ketahanan pengetahuan risiko pada
spiderchart yang dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Spiderchart Pengetahuan Risiko. Sumber: Hasil
Kuesioner, 2020.

Berdasarkan spiderchart dimensi pengetahuan
risiko memiliki tingkat ketahanan kurang (0-20%)
dengan presentasi ketahanan 18,88%. Variabel ke-
mudahan akses informasi, partisipasi yang aktif
dan kesadaran terhadap risiko memiliki presentasi
ketahanan di antara 21-40% dengan keterangan ke-
tahanan cukup. Sedangkan variabel pelatihan dan
pendidikan secara inklusif dan berkelanjutan memi-
liki keterangan ketahanan kurang (0-20%) dengan
presentasi ketahanan berturut-turut sebesar 15,54%
dan 13,19%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
cukup baik dalam menerima dan memproses in-

formasi dan bertindak saat menghadapi bencana,
namun ketersediaan pelatihan pendidikan yang ber-
kelanjutan dan menyeluruh tidak mereka dapatkan.
Baik secara formal dari institusi pendidikan maupun
lembaga lain sesuai prosedural dari pemerintah. Se-
hingga apabila masyarakat hanya dituntut untuk bisa
sendiri melakukan antisipasi terhadap bencana, su-
atu saat apabila terjadi hal yang berbeda dan meng-
agetkan maka risiko yang dihadapi akan semakin
besar karena masyarakat belum mengetahui kondisi
yang mereka alami. Selain itu tidak adanya pelibatan
masyarakat dalam membuat dan melaksanakan peni-
laian risiko akan membuat masukan bagi pemerin-
tah semakin kecil yang mana sangat berguna dalam
memberikan pelayanan/program bantuan nantinya.
Kesadaran akan pengetahuan risiko bencana pesisir
dan dampak perubahan iklim belum mereka dapat-
kan, bahkan pelatihan yang pernah ada hanya diper-
untukkan kepada para kepala RT, masyarakat umum
cenderung tidak mendapatkan kesempatan dan eng-
gan untuk berpartisipasi karena sudah terlalu sibuk
dengan kehidupan mereka masing-masing.

Untuk itu perlu adanya wadah/kelompok yang
fleksibel dapat memberikan stimulan bagi masya-
rakat untuk peduli dan aktif dalam pengetahuan ri-
siko dan dampak perubahan iklim dengan cara yang
mudah dan waktu yang menyesuaikan kesibukan
mereka yang salah satu cara adalah memberikan
fungsi tugas tambahan pada kelompok-kelompok
masyarakat yang sudah ada seperti PKK dan Ka-
rang Taruna yang sebelumnya pernah juga terlibat
pada program TAGANA/Taruna Tanggap Bencana
dan penambahan kurikulum risiko bencana pada
pendidikan formal/non formal mulai dari SD sam-
pai tingkat SMA Sederajat. Sehingga diharapkan
masyarakat mampu menyerap pengetahuan risiko
dan memberikan masukan yang baik bagi pemerin-
tah setempat.

C. Infrastruktur dan Fisik Lingkungan

Salah satu permasalahan aspek fisik dan lingkung-
an yang ada di kawasan informal adalah pengelolaan
sampah dan bencana banjir. Kenaikan muka air laut
yang juga diperkirakan akan naik 16 cm pada 20 ta-
hun mendatang dapat memperparah kondisi saat ini
dampak dari perubahan iklim. Kejadian hari pertama
sampai ketiga lebaran tahun 2020 membuktikan bah-
wa perubahan iklim begitu terasa, kenaikan muka air
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laut menunjukkan dampak yang semakin nyata. Me-
nurut keterangan warga banjir rob tahun ini merupa-
kan banjir terbesar sepanjang 20 tahun terakhir yang
menggenangi hampir keseluruhan rumah yang ada
pada daerah studi. Kondisi banjir rob pada Kelurah-
an Kota Karang yang menggenangi jalan dan mulai
masuk rumah-rumah yang ada di sana dapat dilihat
pada Gambar 4.

Gambar 4. Kondisi Banjir Rob Tahun 2020. Sumber: Nuraini
Kader PKK, 2020.

Kondisi infrastruktur dan fisik lingkungan yang
kurang baik dapat membuat kondisi semakin mem-
buruk ketika terjadi banjir rob atau bandang seperti
yang dialami pada daerah studi seperti pada Gambar
4 di atas, tentu ini akan mengganggu aktivitas ke-
seharian terutama bagi para nelayan yang membuat
mereka tidak dapat berlayar, pada saat seperti ini dan
terlebih kejadian berlangsung saat masa pandemi co-
vid-19 akan dapat meningkatkan kerentanan. Berikut
tingkat ketahanan pada infrastruktur dan lingkungan
alam digambarkan dalam grafik spiderchart yang da-
pat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Spiderchart Infrastruktur dan Lingkungan Alam.
Sumber: Hasil Kuesioner, 2020.

Berdasarkan spiderchart dimensi infrastruktur dan
lingkungan alam memiliki tingkat ketahanan yang cu-
kup (21-40%) dengan presentasi ketahanan 24,22%.
Variabel layanan dasar ramah lingkungan, teknologi
komunikasi, infrastruktur bencana memiliki presen-
tasi ketahanan di antara 21-40% dengan ketahanan
cukup. Varibel terendah kapasitas cadangan dengan
presentasi ketahanan 13,47% yaitu tingkat ketahanan
kurang (0-20%).

Kapasitas cadangan menjadi variabel yang memi-
liki ketahanan kurang karena masyarakat belum mam-
pu melakukan inovasi pencadangan seperti persediaan
air bersih di musim kemarau, persediaan pangan, dan
perlindungan konservasi mangrove yang memung-
kinkan biota laut untuk tetap berada pada ekosistem
yang baik dan tentu fungsi lain mangrove yang dapat
menjadi penahan gelombang. Sedangkan infrastruktur
dasar sudah tersedia seperti air bersih, listrik, dan tele-
komunikasi meskipun belum menyeluruh dan kualitas
air yang kurang baik. Begitu juga dengan infrastruk-
tur bencana yang tersedia, hanya saja memang belum
ada dinding pemecah ombak yang tertanam di sana.
Namun lahan reklamasi PT BBS yang selama ini di-
manfaatkan lahan timbunan untuk dibangun rumah-
rumah nelayan, lahan sisa cukup berfungsi menghalau
deburan ombak yang menuju permukiman yang ada di
Kelurahan Kangkung.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas cadangan
seperti memanen air hujan dan penyulingan air laut
belum pernah dilakukan, padahal kebutuhan air bersih
sangat besar, banyak masyarakat masih memanfaatkan
air suteng yang ada di Kelurahan Pesawahan untuk
konsumsi sehari-hari karena rasa dari air PAM yang
sedikit berbau dan berasa. Selain itu untuk memenu-
hi kebutuhan pangan bisa melakukan urban farming,
dengan membuat vertical garden dapat menanam sa-
yuran dan tanaman obat keluarga. Meskipun sudah
berada di kategori yang cukup baik dengan terpenuhi
kebutuhan dasar namun kualitas infrastruktur masih
bisa ditingkatkan dengan membangun infrastruktur
ramah lingkungan. Untuk itu masyarakat perlu dili-
batkan dalam pembangunan infrastruktur ramah ling-
kungan agar masyarakat mampu untuk menggunakan
dan merawatnya sehingga dapat berkelanjutan.

D. Guna Lahan dan Desain Struktur

Dalam mengatur guna lahan dan desain struktur
yang ada pada kawasan informal sesuai penataan ru-
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ang pesisir yang termuat dalam RTRW dan RZWP3K
dan bentuk pengendaliannya diatur secara struktural.
Namun, kondisi saat ini banyak dari masyarakat cen-
derung mengabaikan peraturan yang sudah ditetap-
kan sehingga dalam pengendaliannya belum optimal.
Berikut tingkat ketahanan dimensi guna lahan dan
desain struktur pada spiderchart yang dapat dilihat
pada Gambar 6.
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Gambar 6. Spiderchart Guna Lahan dan Desain Struktur.
Sumber: Hasil Kuesioner, 2020.

Berdasarkan spiderchart dimensi guna lahan dan
desain struktur memiliki tingkat ketahanan cukup
(20-40%) dengan presentasi ketahanan 20,37%. Va-
riabel bangunan adaptif memiliki tingkat ketahanan
baik (41-60%) dengan presentasi ketahanan 47%,
sedangkan empat variabel lain memiliki keterang-
an ketahanan kurang (0-20%). Hal ini menunjukkan
kebijakan, implementasi dan pengetahuan dalam
membangun sesuai aturan dan berbasis pada mitiga-
si bencana belum menjadi perhatian khusus di sana.

Peraturan zonasi yang seharusnya menjadi acu-
an dalam melakukan penataan ruang kawasan pesi-
sir tidak menjadi arahan yang jelas, karena banyak
kawasan lindung yang seharusnya bebas bangunan
namun menjadi kawasan pemukiman yang sangat
padat. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat
juga tidak dapat pelarangan dari kepala RT setem-
pat beralasan atas dasar asas kemanusiaan. Akhir-
nya tindak yang kurang tegas dari penegakan per-
aturan ini terus dilanggar sehingga sampai saat ini
100-200 meter dari arah laut sudah menjadi daratan
akibat reklamasi ilegal dengan penimbunan sampah
dan material bangunan bekas. Sosialisasi mengenai
peraturan pemanfaatan lahan memang belum per-
nah dilaksanakan secara menyeluruh namun terus

diupayakan oleh pemerintah setempat meskipun de-
ngan keterbatasan atau hanya dari obrolan-obrolan
singkat saat bertemu seperti masyarakat yang hen-
dak meminta izin untuk membangun di area yang
tidak diperbolehkan seperti di atas laut dan di sem-
padan sungai dan laut, sekalipun memang lebih ba-
nyak yang tidak melaporkan dan tetap membangun
tanpa perizinan.

Meskipun demikian masyarakat cukup adaptif
dalam membangun rumah, dengan menggunakan
material alam seperti pohon kelapa mereka mem-
buat rumah panggung yang adaptif berada di ling-
kungan yang berdampingan dengan alam, selain itu
penambahan lantai bangunan pada rumah yang ber-
lokasi di atas laut atau area sempadan baik sungai
maupun pantai dengan lantai rumah yang lebih ting-
gi dari jalan juga kolong-kolong langit yang berguna
saat banjir rob tahunan atau genangan air saat hujan
dengan intensitas yang tinggi datang sekitar bulan
Februari sampai Mei akhir. Rumah non permanen
mereka pilih karena risiko tanah mereka tempati mi-
lik negara/ sengketa PT. BBS sewaktu-waktu dapat
digusur. Namun beberapa kasus cukup mengejutkan
karena ditemukan kontrakan yang disewakan dari
rumah di tanah ilegal dengan jumlah yang cukup ba-
nyak, meskipun demikian mereka tetap dikenakan
PBB sejak Tahun 2017 secara menyeluruh, meski-
pun pada praktiknya banyak yang tidak membayar.

Untuk itu perlu ada tindak tegas dalam mengatur
kawasan informal di pesisir kota sehingga peman-
faatan lahan bisa sesuai dengan rencana yang dite-
tapkan dan penataan ruang pesisir yang lebih baik
dengan menaati peraturan dan perundangan yang
sudah ada seperti RTRW dan RZWP3K serta stan-
dar bangunan yang dapat berdiri di kawasan tersebut
sehingga dapat adaptif dengan kondisi saat ini dan
masa yang akan datang.

E. Strategi dan Kepemimpinan

Memiliki strategi dalam berbagai persoalan yang
ada di kawasan informal pesisir tidak terlepas dari
peran perangkat pemerintahan setempat dari RT, lu-
rah, dinas, bahkan kelompok masyarakat itu sendiri.
Hal tersebut yang akan membawa sistem pada tingkat
ketahanan yang baik atau tidak. Berikut tingkat keta-
hanan pada dimensi strategi dan kepemimpinan yang
digambarkan dalam spiderchart yang dapat dilihat
pada Gambar 7.
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Gambar 7. Spiderchart Strategi dan Kepemimpinan. Sumber:
Hasil Kuesioner, 2020.

Berdasarkan spiderchart dimensi strategi dan ke-
pemimpinan memiliki ketahanan rendah (0-20%)
dengan presentasi 18,13%. Variabel hubungan an-
tar stakeholders yang baik dan tidak rumit memiliki
presentasi ketahanan cukup (21-40%) yaitu 26,75%.
Sedangkan rencana strategis, integrasi pusat dan lokal
serta regulasi dan legalitas yang ditaati memiliki kete-
rangan ketahanan kurang (0-20%). Hal ini menunjuk-
kan bahwa masyarakat belum mampu untuk menerje-
mahkan peraturan yang dibuat pemerintah melakukan
perencanaan pembangunan bagi lingkungannya, se-
hingga berbagai persoalan timbul menjadikan kondisi
di sana menjadi lebih rentan, sebagai contoh mengenai
pembangunan pada area sempadan bahkan area kon-
servasi mangrove yang masih dilakukan penebangan
dan perubahan fungsi. Sehingga perlu ada pemberi-
an pemahaman terhadap masyarakat dan kelompok-
kelompok agar ke depannya tidak ada lagi pelanggaran
dan kebijakan dan prosedur yang dibuat bisa ditaati
dan diimplementasikan.

Untuk itu melibatkan masyarakat dengan terwa-
kilkan dari beberapa kelompok masyarakat yang su-
dah terbentuk sebelumnya atau tokoh masyarakat itu
sendiri yang dipercaya dalam setiap proses mulai dari
perencanaan sampai pelaksanaan menjadi salah satu
alternatif yang dapat meningkatkan pemahaman seka-
ligus menyesuaikan kebutuhan yang selama ini masya-
rakat belum dapat diakomodasi karena keterbatasan
ruang dalam berdiskusi, sekalipun ada musrenbang
yang melibatkan perwakilan masyarakat tentu akan
jauh lebih baik ketika dilibatkan dalam proses pelaksa-
naannya juga yang bisa meningkatkan transparansi se-

hingga program dan pendanaan dapat terserap dengan
maksimal dan pembangunan tepat sasaran. Selain itu
masyarakat juga harus mampu menerjemahkan situasi
dan kondisi saat ini dan melalui kelompok masyara-
kat yang ada, seperti kelompok adat Bugis, Banten,
Lampung atau kelompok-kelompok nelayan sehingga
ada saling bertukar informasi dan menghasilkan kepu-
tusan-keputusan bersama yang sifatnya dapat menjaga
kehidupan dan penghidupan yang ada di pesisir Kota
Bandar Lampung.

F. Manajemen Sumber Daya Pesisir

Pada perspektif perencanaan, masyarakat mampu
membuat kebijakan dan rencana yang diterapkan dan
dipantau dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang
efektif. Kawasan perlindungan sudah ditetapkan un-
tuk membantu pengelolaan di sana pada RTRW Kota
Bandar Lampung pada pasal 51 ayat 1 dan 2 yaitu ka-
wasan hutan bakau, mangrove dan padang lamun dan
kegiatan yang diperkenankan hanya pariwisata dan pe-
nelitian yang saat ini menjadi kawasan informal yang
padat dengan permukiman. Namun, meskipun demi-
kian terlepas pada sumber daya pesisir yang ada me-
reka dituntut juga harus bisa mengelola keuangan dan
fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu masyarakat harus mempersiapkan
diri dan membuang kebiasaan “rezeki di hari ini untuk
hidup di hari ini”, perlu ada rencana yang lebih luas.
Berikut spiderchart dimensi manajemen sumber daya
pesisir yang dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Spiderchart Manajemen Sumber Daya Pesisir.
Sumber: Hasil Kuesioner, 2020.

Berdasarkan spiderchart di atas dimensi sumber
daya pesisir memiliki keterangan ketahanan rendah
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(0-20%) yaitu 12,70%. Variabel perencanaan dan pro-
sedur pengelolaan, implementasi dan investasi dalam
mengelola dan menjaga lingkungan serta berperilaku
hidup bersih dan sehat memiliki presentasi ketahanan
kurang (0-20%). Jika hal ini tidak ditangani dalam ar-
tian tidak ada kepedulian terhadap perlindungan dan
pengelolaan sumber daya pesisir, cepat atau lambat
hal tersebut dapat menurunkan tingkat ketahanan yang
ada di sana. Salah satu gambaran kawasan konservasi
mangrove yang mulai rusak dapat dilihat pada Gam-
bar 9.

Gambar 9. Bangunan di Kawasan Konservasi Mangrove yang
Penuh Sampah. Sumber: Hasil Observasi, 2020.

Pada gambar di atas tidak ada perlindungan pada
habitat pesisir yang sensitif, ekosistem, dan unsur
alam pada kawasan tersebut, bahkan beberapa lahan
mangrove yang tersisa pada Kelurahan Kota Karang
sampai saat ini masih terus dialih fungsikan menjadi
lahan permukiman warga bahkan saat ini hasil tim-
bunan kawasan konservasi mangrove sebelumnya
dijadikan lahan kantor Kelurahan Kota Karang yang
baru. Sumber daya pesisir seperti ikan memang dalam
penangkapannya sudah cukup baik arahan dan kebi-
jakan untuk tidak melakukan pengeboman, pengguna-
an pukat macan dan racun sudah hampir tidak pernah
ditemukan lagi namun memang lingkungan sekitar sa-
ngat tercemar oleh sampah sepanjang pesisir, sehingga
terus terjadi pendangkalan akibat sampah dan lumpur
yang mengendap. pengelolaan sampah yang buruk
menjadi masalah yang tidak berkesudahan, bahkan
program bank sampah yang ada hanya bertahan ber-
operasi selama tiga bulan pertama selebihnya vakum
sampai sekarang.

Untuk itu perlu adanya penyadaran kembali bahwa
pentingnya mengelola sampah pesisir. Selain itu ber-
dasarkan data pemerintah Provinsi Lampung sisa hu-
tan bakau di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung
hanya tersisa dua hektar, terbentang dari daerah pantai
Kota Karang hingga Lempasing sepanjang 28 Km. Sa-
lah satu penyebab berkurangnya kawasan hutan bakau
adalah alih fungsi pesisir Teluk Betung menjadi sentra

pembangunan pada tahun 1970 dan dikeluarkan SK
Gubernur Lampung No. 155 Tahun 1983 tentang Izin
Reklamasi Pantai, membuat hutan bakau di kawasan
pesisir itu musnah. Perencanaan, pengelolaan, dan
perlindungan terhadap sumber daya pesisir untuk me-
ningkatkan ketahanan dan mencegah kepunahan perlu
dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi dan peran
masyarakat dengan memberdayakan masyarakat, me-
lakukan penyadaran akan perilaku hidup bersih dan
sehat, peduli terhadap lingkungan sehingga program-
program seperti bank sampah bisa aktif kembali dan
ditingkatkan fungsinya serta ditambah titik-titik bank
sampah. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
semisal saat melakukan hajatan atau perayaan menjadi
salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengu-
rangi timbunan sampah.

G. Peringatan Dini dan Evakuasi

Sistem peringatan dini buatan manusia sama pen-
ting dengan sistem alarm mekanis. Pengetahuan lokal
tentang fenomena alam ditransmisikan secara lisan
melalui jejaring sosial yang dibentuk di kawasan ini,
melalui kegiatan kehidupan sehari-hari telah dilaku-
kan oleh masyarakat informal pesisir Kota Bandar
Lampung. Tetangga yang berpengetahuan mengang-
kat alarm dan saling membantu untuk evakuasi cepat.
Selain itu kawasan ruang evakuasi bencana menurut
RTRW diarahkan kepada ruang terbuka publik dengan
sarana utilitas yang memadai dengan jalur evakuasi
jalan-jalan kota menuju tempat seperti Taman Masjid
Al Furqon dan sekolah-sekolah terdekat yang diang-
gap aman. Berikut tingkat ketahanan peringatan dini
dan evakuasi pada spiderchart yang dapat dilihat pada
Gambar 10.
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Gambar 10. Spiderchart Peringatan Dini dan Evakuasi. Sum-
ber: Hasil Kuesioner, 2020.
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Berdasarkan spiderchart dimensi peringatan dini
dan evakuasi memiliki presentasi ketahanan 23,02%
dengan keterangan ketahanan cukup (21-40%). Va-
riabel dengan tingkat ketahanan cukup (21-40%)
yaitu sistem peringatan dini, infrastruktur evakuasi
dan mengerti tanda-tanda alam secara berturut-turut
memiliki presentasi ketahanan 20,79%, 25,38% dan
32,17%. Sedangkan variabel kebijakan dan prosedur
peringatan dini dan respons bahaya memiliki presen-
tasi ketahanan kurang (0-20%).

Meskipun infrastruktur sudah dibangun dan ma-
syarakat cukup memiliki pengetahuan dalam meres-
pons bahaya atau kondisi alam yang tidak normal
tetap harus ada prosedural yang jelas agar kepanikan
bisa berkurang dan cepat tanggap dalam menghadapi
berbagai situasi yang tidak dinginkan. Sistem per-
ingatan dini berupa alarm yang dipasang di kantor
kelurahan langsung terhubung dengan markas BPBD
kota sebagai respons cepat tanggap yang akan diberi-
kan, selain itu BMKG Panjang juga memiliki sinyal
yang dapat diteruskan pada kapal-kapal laut untuk
menyalakan alarm apabila ada terjadi situasi yang
dapat membahayakan masyarakat pesisir seperti
gempa yang memiliki kemungkinan terjadi tsunami
sehingga bisa dengan cepat dapat melakukan evaku-
asi, sistem ini juga yang membuat masyarakat lebih
tangguh.

Bahkan nelayan yang sedang melaut juga dapat
memberikan informasi atau peringatan dini dengan
cepat melalui pesan atau telefon secara langsung ke-
pada masyarakat yang ada di daratan, seperti kejadi-
an tsunami Banten 2019 lalu, nelayan yang sedang
melaut lebih dulu tahu kondisi Gunung Anak Kra-
katau yang sedang aktif dan memberikan peringatan
dini sehingga pada hari itu juga seluruh masyarakat
melakukan evakuasi. Selain itu Grup Whatsapp RT
juga membantu dalam penyebaran informasi yang
aktual sehingga pemerintah setempat, kelurahan, ke-
camatan dan kota dapat berkoordinasi dengan cepat
juga dalam pemberian layanan darurat. Sarana lain-
nya pengumuman secara menyeluruh dengan bantuan
pengeras suara masjid setempat.

Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan me-
kanisme sosial-budaya yang ditingkatkan oleh risiko
dari bawah ke atas dalam membuat kebijakan ma-
najemen bencana agar prosedural resmi yang dibuat
dapat diterjemahkan dalam tindakan sampai tingkat
lokal atau komunitas sehingga dapat dimengerti dan
mudah dalam penerapannya.

H. Tanggap Darurat

Tanggap darurat pada kawasan informal dilakukan
oleh masyarakat setempat dan pemerintah, melakukan
penyelamatan barang berharga dan bantuan seperti pa-
ngan yang cepat diberikan pemerintah. Berikut tingkat
ketahanan pada dimensi tanggap darurat yang dapat
dilihat pada Gambar 11.

TANGGAP DARURAT
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Gambear 11. Spiderchart Tanggap Darurat. Sumber: Hasil Ku-
esioner, 2020.

Berdasarkan spiderchart dimensi tanggap darurat
memiliki presentasi ketahanan 19,45% dengan kete-
rangan ketahanan kurang (0-20%). Variabel peran dan
tanggung jawab, akses layanan darurat, dan organisasi
dan kesukarelawanan memiliki presentasi ketahanan
secara berturut-turut 24,33%, 23,37%, dan 22,09%
dengan keterangan cukup (21-40%). Kecondongan
kekuatan berada pada masyarakat yang mampu berpe-
ran dan ambil tanggung jawab bersamaan dengan ke-
lompok masyarakat lain, namun ternyata hal tersebut
muncul dengan sendiri tidak ada latihan atau simulasi
yang pernah dilakukan, sehingga nilai untuk varia-
bel latihan dan simulasi memiliki ketahanan rendah
(0-20%) terlihat dari presentasi ketahanan organisa-
si kelompok dan latihan dan simulasi berturut-turut
13,40% dan 14,08%.

Meskipun masyarakat dapat bertahan sampai saat
ini dengan sistem kekeluargaan yang baik saling to-
long menolong dan mengerti apa yang harus dilaku-
kan prosedural yang jelas akan memperkuat ketahan-
an yang ada, karena dengan kejelasan tersebut langkah
yang diambil akan lebih pasti dan siap. Kelompok
masyarakat lokal setempat sangat diperlukan namun
sampai saat ini masyarakat hanya bergantung pada diri
sendiri dan berusaha untuk saling membantu sama
lain dan bergantung kepada pemerintah saja. Masya-
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rakat cenderung mengandalkan satu sumber karena
merasa puas dengan layanan darurat dan bantuan yang
diberikan pemerintah kota.

Oleh karena itu perlu ada pemberdayaan terhadap
kelompok-kelompok yang sudah ada seperti PKK,
Karang Taruna dan kelompok lainnya untuk diberi-
kan materi mengenai tanggap darurat, dengan mela-
kukan pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok
diharapkan dapat membentuk kebiasaan masyarakat
yang tanggap terhadap bencana dan inisiasi kelom-
pok/gugus tugas baru di kelurahan untuk menangani
masalah tersebut agar masyarakat melalui kelompok-
kelompok tersebut mendapatkan pendidikan dan pela-
tihan, sehingga ada program yang dapat menyediakan
kebutuhan darurat dan masyarakat juga dapat lebih
paham apa yang harus dilakukan saat bencana terja-
di sehingga masyarakat jauh lebih siap menghadapi
tekanan dan guncangan, terutama dalam menghadapi
dampak perubahan iklim yang memiliki jangka waktu
yang lama, proses adaptasi harus segera dilakukan dan
langkah awal adalah penyadaran.

1. Pemulihan Bencana

Masyarakat informal pesisir dan pemerintah daerah
berkoordinasi melalui wali kota madya untuk proses
pemulihan. Terdapat program perumahan jangka pen-
dek dengan layanan dasar dan untuk pemulihan jang-
ka panjang di perumahan, ada dana solidaritas untuk
membangun kembali rumah dengan orang-orang yang
memiliki tanah sebelumnya dan juga yang tidak me-
miliki tanah. Berikut tingkat ketahanan pada dimensi
pemulihan bencana yang digambarkan melalui grafik
spiderchart yang dapat dilihat pada Gambar 12.
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Gambar 12. Spiderchart Pemulihan Bencana. Sumber: Hasil
Kuesioner, 2020.

Berdasarkan spiderchart dimensi pemulihan ben-
cana memiliki ketahanan rendah (0-20%) dengan pre-
sentasi ketahanan 19,17%. Variabel prosedur pemu-
lihan dan mekanisme koordinasi secara berturut-turut
memiliki presentasi ketahanan 25,09% dan 27,44%
dengan keterangan ketahanan cukup (21-40%).

Mekanisme koordinasi dan gotong royong menjadi
variabel yang cukup tinggi karena yang sebelumnya
sudah dijelaskan bahwa sistem koordinasi dari masya-
rakat sampai pemerintah kota mudah dilakukan dan
gotong royong menjadi kekuatan tersendiri bagi ma-
syarakat informal di sana karena mereka memiliki ke-
terikatan emosi yang terbangun dari kesadaran bahwa
mereka hidup bersama di lingkungan yang memiliki
risiko tinggi. Namun sumber teknis keuangan belum
menjadi salah satu perhatian, masyarakat masih cen-
derung mengharapkan bantuan dari pemerintah saat
proses pemulihan, hal tersebut karena belum adanya
rencana pemulihan lokal sehingga tidak ada upaya
yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan keuangan
secara terencana dan berkala. Meskipun pada saat ke-
jadian masyarakat melakukan iuran untuk membantu
saudara yang terdampak.

Untuk itu perlu ada upaya preventif yang dilaku-
kan membuat rencana pemulihan dan teknis keuang-
an yang dibuat sehingga tidak perlu menggantungkan
pada bantuan pemerintah karena masyarakat informal
berbenturan dengan banyak aturan. Hal yang bisa di-
lakukan masyarakat membuat kantung iuran lain khu-
sus untuk pemulihan bencana yang harus disepakati
bersama dan menyesuaikan nominal sehingga seluruh
warga mampu memberikan iurannya atau dibuat lebih
mudah dengan menyisihkan berapa persen dari iuran
bulanan atau pemasukan dari kotak amal masjid dan
keuntungan dari koperasi unit yang ada di sana.

J. Ketahanan Kawasan Informal Pesisir Kota Ban-
dar Lampung

Berdasarkan penilaian ketahanan pada masing-
masing variabel, tingkat ketahanan di kawasan in-
formal pesisir Kota Bandar Lampung masih belum
optimal masih perlu ada peningkatan pada beberapa
aspek. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata to-
tal yaitu 27,82% dengan indikasi ketahanan berada
di tingkat rendah. Hasil tersebut merupakan gabung-
an dari kawasan informal yang berada di Kelurahan
Kota Karang dan Kelurahan Kangkung. Berdasarkan
penilaian terhadap sembilan dimensi dan 45 variabel
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didapatkan tingkat ketahanan pada masing-masing ka-
wasan informal dan secara keseluruhan. Berikut untuk
lebih jelasnya berdasarkan hasil statistik yang dituang-
kan dalam grafik spiderchart dapat menunjukkan po-
sisi kekuatan masing-masing dimensi ketahanan yang
dapat dilihat pada Gambar 13.

TINGKAT KETAHANAN KAWASAN INFORMAL
PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
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Gambar 13. Spiderchart Tingkat Ketahanan Kawasan Infor-
mal Pesisir Kota Bandar Lampung. Sumber: Hasil Kuesioner,

2020.

Tingkat ketahanan pada kawasan informal memi-
liki presentasi ketahanan 27,82% dengan keterangan
ketahanan rendah (0-40%) berdasarkan klasifika-
si yang dibuat oleh Farida, M. A., & Rahayu, H. P
(2017). Maka berdasarkan spiderchart di atas dimensi
yang memiliki ketahanan baik (41-60%) yaitu dimen-
si kesehatan dan kesejahteraan dengan nilai 44,50%
berdasarkan klasifikasi tingkat ketahanan pada Buku
A Guide for Evaluating Coastal Community Resilien-
ce to Tsunamis and Other Coastal (2007). Sedangkan
dimensi manajemen sumber daya pesisir memiliki
presentasi ketahanan rendah (0-20%) yaitu 16,75%
dan tujuh dimensi lain memiliki ketahanan cukup (21-
40%).

Sehingga banyak dimensi ketahanan yang masih
dapat dioptimalkan dalam meningkatkan ketahanan
yang ada saat ini. Berdasarkan lokasi tersebut, bebera-
pa kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan da-
pat mencerminkan bahwa masyarakat tersebut mampu
memproses segala sumber daya yang dimiliki dengan
kondisi tempat tinggal mereka untuk tetap bisa berta-
han menjalankan kehidupan dengan normal di sana.
Dimensi kesehatan dan kesejahteraan tinggi karena
program bantuan pemerintah yang didapatkan oleh

seluruh masyarakat tidak kecuali mereka yang bertem-
pat tinggal di lahan ilegal ikut merasakan.

Namun sisi lain hal ini juga yang dapat membuat
dimensi lain menjadi rentan, karena pelegalan dan
bantuan program yang diberikan justru membuat ma-
syarakat tidak sadar kalo mereka bertempat tinggal di
kawasan yang berisiko tinggi dengan lingkungan yang
tidak mendukung kehidupan yang layak dan dapat
merusak ekosistem yang ada di sana, sehingga sumber
daya yang melimpah bisa saja habis sewaktu-waktu
dan guncangan seperti banjir bandang, rob, tsunami
atau badai tidak menyisakan apa pun. Untuk itu perlu
adanya intervensi yang sesuai dengan kebutuhan da-
lam meningkatkan ketahanan pada kawasan tersebut,
sehingga ketika ada kenaikan pada dimensi ketahanan
bisa mempengaruhi kehidupan yang lebih baik tidak
sebaliknya seperti yang terjadi saat ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapat-
kan tingkat dimensi ketahanan pada kawasan informal
yaitu sebesar 27,82% masuk dalam kategori tingkat
ketahanan rendah (0-40%). Presentasi ketahanan te-
rendah dimensi manajemen sumber daya pesisir ya-
itu 16,75% dengan keterangan ketahanan kurang
(0-20%). Sedangkan presentasi ketahanan tertinggi
dimensi kesehatan dan kesejahteraan 44,50% dengan
keterangan ketahanan cukup.

Berdasarkan sembilan dimensi ketahanan yang te-
lah dikaji, bahwa masing-masing dimensi memiliki
kekuatan yang belum merata di setiap elemen di da-
lamnya, dan secara umum disebabkan karena peratur-
an yang dilanggar, kebiasaan masyarakat yang belum
dapat mencintai lingkungan hidup, serta keberlanjutan
dan partisipasi aktif dalam menjalankan program yang
telah dibuat. Terbentuknya kelompok kerja seperti TA-
GANA, program-program seperti Bank Sampah yang
telah diberikan, serta berbagai upaya-upaya adaptasi
dan mitigasi yang dilakukan belum dapat dimaksimal-
kan fungsinya sehingga sampai saat ini tingkat keta-
hanan masih rendah yaitu dimensi manajemen sumber
daya pesisir dan tujuh lainnya selain kesehatan dan ke-
sejahteraan berada di tingkat ketahanan cukup. Hal ini
cukup memberikan bahwa perlu ada perhatian yang
lebih terhadap kawasan informal yang mana ke depan
akan semakin memburuk akibat terjadinya perubahan
iklim yang dapat meningkatkan intensitas terjadinya
banjir baik rob karena muka air laut semakin tinggi
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dan gelombang yang bisa sewaktu-waktu menerjang
rumah-rumah mereka terutama yang di atas laut, serta
banjir bandang akibat curah hujan ekstrem dari luapan
sungai yang mengalami pendangkalan dan penyerapan
yang terus berkurang karena sempadan yang seharus-
nya menjadi area hujan difungsikan menjadi permu-
kiman.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan pesisir
berbasis masyarakat agar dapat meningkatkan pema-
haman masyarakat yang bisa memunculkan kepeduli-
an terhadap lingkungan sekitarnya dan dapat melaku-
kan pengelolaan pesisir secara mandiri sehingga dapat
berkelanjutan, selain itu penataan kembali tata ruang
pesisir dan pemberian legal pada permukiman yang
sudah permanen dan membatasi dengan tegas untuk
tidak lagi ada pembangunan di sana menjadi salah
satu upaya menjamin masyarakat untuk mendapatkan
akses keselamatan baik jiwa maupun materi. Terakhir
melakukan kolaborasi antar stakeholders untuk terus
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat
dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, dan simulasi
secara menyeluruh dan berkelanjutan mulai dari miti-
gasi dan adaptasi yang dapat dilakukan sampai tang-
gap darurat dan pemulihan bencana sehingga masya-
rakat teredukasi dan bisa beraktivitas dengan tenang
dan paham apa yang semestinya dilakukan apabila
terjadi banjir/kondisi buruk lainnya
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